PMK-85/PMK.03/2019

tentang Mekanisme Pengawasan Terhadap
Pemotongan/Pemungutan dan Penyetoran Pajak
Atas Belanja yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah

perubahan dari PMK-64/PMK.05/2013



Laporan Pemda kepada DJPK

Pemda wajib menyampaikan data terkait keuangan berikut kepada DJPK:
 APBD (Murni dan Perubahan)

e Realisasi Bulanan (Laporan Realisasi Anggaran Bulanan, Posisi Kas Bulanan,
Perkiraan Belanja dan Transfer Bulanan)

* Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan
Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan SAL)

* Data Lainnya (Pinjaman, PFK, DTH/RTH)
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Poin Penting PMK-85/PMK.03/2019

‘ Pembayaran ‘

Kode billing

Bendahara/Kuasa BUD
Bendahara/PA/KPA Bendahara/PA/KPA Bendahara/PA/KPA merekam data setor dengan
memotong/memungut membuat billing saat membuat billing: mencantumkan kode
Pajak rekanan penyetoran pajak 1. NPWP Bendahara Pengeluaran billing
atas transaksi di DJPOnline SKPD
belanja pemda 2. NPWP rekanan (untuk selain
atau belanja pegawai)
3. NIK rekanan (untuk rekanan OP
di aplikasi pemda tidak ber-NPWP)
yang terhubung 4. Nomor seri faktur pajak (jika
DJPOnline rekanan adalah PKP)
5. Kode SKPD
6. Nomor SPM

dp



Poin Penting PMK-85/PMK.03/2019

‘ Penyampaian DTH/RTH ‘

via aplikasi
SINERGI SIKD

DTH-RTH

DTH-RTH '
>

§ NN H Jyf*’:" dj p
Bendahara SKPD Kuasa BUD
menyampaikan DJPK DJP

menyampaikan DTH DTH dan RTH A

RTH dilampiri :
a. DTH Bendahara Pengeluaran SKPD
b. DTH Kuasa BUD
c. Tabel data penyusun DTH
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Poin Penting PMK-85/PMK.03/2019

‘Sanksﬂ

Menyampaikan
DTH-RTH

STHRTH Jika Kuasa BUD tidak

dan . , menyampaikan DTH
Lampiran dan RTH, Menkeu
dapat menunda
penyaluran DBH
atau DAU untuk
periode bulan atau
tahap berikutnya
paling tinggi 50%
dari nilai DBH atau
DAU

Tidak menyampaikan
DTH-RTH
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Tindak Lanjut pasca PMK-85/PMK.03/2019

* Bendahara agar melakukan pembuatan billing pada akun DJP Online bendahara, bukan di
bank atau lokasi lain dan bukan menggunakan akun DJP Online rekanan

* Untuk PPh pasal 22 dan PPN, bendahara memilih KJS 920 dan mengisi NPWP rekanan (tidak
menggunakan NPWP bendahara) pada field subjek pajak yang dipungut ketika membuat
billing

* Bendahara SKPD merekam data sebagaimana pasal 5 (3) pada sistem billing DJP

* Bendahara dan Kuasa BUD menyetorkan hasil pemotongan/pemungutan pajak dengan
benar dan tepat waktu

* Bendahara SKPD menyampaikan SPT Masa dengan benar dan tepat waktu

e Bendahara dan Kuasa BUD menyampaikan DTH dan RTH kepada KPP untuk masa sampai
dengan Juli 2019 dan kepada DJPK melalui SIKD untuk masa berikutnya.

* Menghindari sanksi penundaan penyaluran DBH atau DAU, jika Kuasa BUD tidak
menyampaikan DTH dan RTH
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Format DTH

FORMAT DAFTAR TRANSAKSI HARIAN BELANJA DAERAH

DAFTAR TRANSAKSI HARIAN BELANJA DAERAH (DTH)

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA........... (1)ernn.
BULAN ......... 12, [N
TAHUN ANGGARAN .......... (Blcicssns
SKPD/KUASA BUD : .......... O caiaiviiii
KODE SKPD PP L5
SPM/SPD SP2D POTONGAN PAJAK
5 KODE NPWP NAMA
: NILAI NILAI AKUN REKANAN/ REKANAN/ | KET
URUT KODE | JENIS | JUMLAH
NOMOR | BELANJA | NOMOR | BELANJA | BELANJA BENDAHARA | BENDAHARA
AKUN | PAJAK (Rp)
(Rp) (Rp)
(6) 7) (8) {9) (10) {11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Total | ..(18).. (19).. ..(20).. (21).. - - - (22)..
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Daftar Singkatan

* SKPD
* DTH
* BUD
* RTH
* DJPK

* SLDK

* KPDJP
* KPP

* APIP

* Itjen

* NPWP
* DIP

* OP

* PKP

* Menkeu
* DBH

: Satuan Kerja Perangkat Daerah

: Daftar Transaksi Harian

: Bendahara Umum Daerah

: Rekapitulasi Transaksi Harian

: Direktorat Jenderal Perimbangan

Keuangan

: Sistem Layanan Data Kementerian

Keuangan

: Kantor Pusat DJP

: Kantor Pelayanan Pajak

: Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
: Inspektorat Jenderal

: Nomor Pokok Waijib Pajak

: Direktorat Jenderal Pajak

: Orang Pribadi

: Pengusaha Kena Pajak

: Menteri Keuangan

: Dana Bagi Hasil

DAU
PA/KPA

LS

UP
SPT
SPM
SIKD
SP2DK

SKPKB
SKPKBT

PPh
PPN
KIS

SAL
PFK

: Dana Alokasi Umum

: Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran

: Pembayaran Langsung

: Pembayaran Uang Persediaan

: Surat Pemberitahuan

: Surat Perintah Membayar

: Sistem Informasi Keuangan Daerah

: Surat Permintaan Penjelasan atas Data
dan/atau Keterangan

: Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

: Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Tambahan

: Pajak Penghasilan

: Pajak Pertambahan Nilai

: Kode Jenis Setoran

: Saldo Anggaran Lebih

: Perhitungan Fihak Ketiga
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KPP PRATAMA / Call Center
KP2KP (021) 1500200

untuk informasi lebih lanjut...

*) padajam dan hari kerja
wdjp i | TIDAK DIPUNGUT BIAYA |



Terima Kasih
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@ www.pajak.go.id f DitjenPajakRI D pitjenPajakRl & 1500-200
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